PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1996
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL
SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA

Menimbang

Mengingat

o a.

[

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan
usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pos Indonesia,
dipandang perlu menambah penyertaan modal Negara Republik
Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO)
PT Pos Indonesia;

bahwa kekayaan Negara berupa tanah, gedung, kendaraan
bermotor dan inventaris yang dananya berasal dari Anggaran
Belanja Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi untuk
tahun 1993/1994 dan tahun 1994/1995 yang pada saat ini
digunakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pos Indonesia
dapat ditetapkan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal
Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan
Perseroan (PERSERO) PT Pos Indonesia;

bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut perlu
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1969
tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun
1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran
Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3276);



Menetapkan :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972
(Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2987);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN),
Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO)
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 37);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan
Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro Menjadi
Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 11)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PE-NYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA.

BAB |
PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal
saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pos Indonesia yang didirikan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995.

Pasal 2

(1) Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebagai-mana
dimaksud dalam Pasal 1 berupa tanah, gedung, kendaraan bermotor dan
inventaris sesuai tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini yang
dananya berasal dari Anggaran Belanja Departemen Pariwisata, Pos dan



